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ABSTRAK

Dalam perkembangan hukum, Indonesia sebagai negara yang berdaulat
tidak terlepas dari hubungan hukum yang mengatur orang asing yang akan masuk
ke wilayah Indonesia, dan juga mengatur warga negara Indonesia yang akan
meninggalkan negaranya. Berdasarkan pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa pengawasan
keimigrasian bagi orang asing meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang asing
yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan
dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Yogyakarta merupakan salah satu
daerah yang menjadi tujuan favorit wisatawan domestik maupun mancanegara.
Berdasarkan data Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tahun 2023, terdapat 50
WNA yang di kenai tindakan administratif oleh Imigrasi Yogyakarta. Dari jumlah
tersebut, terdapat 15 WNA yang dideportasi tanpa penangkalan, 17 WNA
dideportasi dengan penangkalan, dan 18 WNA dikenai biaya beban. Oleh sebab itu,
keberadaan WNA di Yogyakarta juga menjadi perhatian khusus karena masih
terdapat pelanggaran terhadap peraturan keimigrasian.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif
kualitatif dengan menggunakan dasar-dasar yang berupa peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Adapun
teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara secara
langsung dan dokumentasi dengan studi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Hasil penelitian, bahwa Dalam melakukan upaya untuk menekan
pelanggaran izin tinggal, Kantor Imigrasi Yogyakarta telah melakukan pengawasan
yang meliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan yang dilakukan
oleh Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) dan instansi
pemerintah terkait yang tergabung dalam TIMPORA. Pengawasan yang dilakukan
oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta cukup efektif, dapat dilihat dengan
penurunan pelanggaran watrga negata asing.yang cukup signifikan dalam kurun
waktu 2022 sampai dengan semester.1 pada 2024, Berdasarkan pandangan figh
siyasah, warga negara asing yang masuk ke wilayah negara dar al-Islam dikenal
dengan istilah musta’min dan ahl al-dzimmi. Konsep dalam figh siyasah tersebut
hampir sama seperti ketentuan yang ada di Indonesia, dimana ketika terjadi
pelanggaran izin tinggal warga negara asing, maka pihak imigrasi dapat
memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berupa denda, deportasi, dan
penangkalan.

Kata Kunci: Imigrasi, Pelanggaran Izin Tinggal, Warga Negara Asing



ABSTRACT

In the development of law, Indonesia as a sovereign country cannot be
separated from the legal relationship that regulates foreigners who will enter the
territory of Indonesia, and also regulates Indonesian citizens who will leave their
country. Based on Article 66 paragraph (2) letter b of Law Number 6 of 2011
concerning Immigration, it states that immigration supervision for foreigners
includes supervision of the traffic of foreigners entering or leaving the territory of
Indonesia and supervision of the presence and activities of foreigners in the territory
of Indonesia. Yogyakarta is one of the areas that is a favorite destination for
domestic and foreign tourists. Based on data from the Class I TPI Yogyakarta
Immigration Office in 2023, there were 50 foreign nationals who were subject to
administrative action by the Yogyakarta Immigration. Of that number, 15 foreign
nationals were deported without deportation, 17 foreign nationals were deported
with deportation, and 18 foreign nationals were charged a burden. Therefore, the
presence of foreign nationals in Yogyakarta is also a special concern because there
are still violations of immigration regulations.

This research is a descriptive qualitative field research with an empirical
legal approach using the basics in the form of applicable laws and regulations
applied in community life. The data collection techniques used are observation,
direct interviews and documentation with studies at the Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Yogyakarta.

The results of the study, that in making efforts to suppress violations of
residence permits, the Yogyakarta Immigration Office has carried out supervision
which includes administrative supervision and field supervision carried out by the
Intelligence and Immigration Enforcement Division (INTELDAKIM) and related
government agencies that are members of TIMPORA. The supervision carried out
by the Class I TPI Yogyakarta Immigration Office is quite effective, as can be seen
from the significant decrease in violations byl foreign citizens in the period from
2022 to semester Lin 2024. Based on the view of figh siyasah;-foreign citizens who
enter the territory of the country of dar al-Islam are known as musta'min and ahl al-
dzimmi. The concept in figh siyasah is almost the same as the provisions in
Indonesia, where when a violation of a foreign citizen's residence permit occurs,
the immigration authorities can impose sanctions in accordance with the provisions
contained in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration in the form of fines,
deportation, and deterrence.

Keywords: Immigration, Residence Permit Violation, Foreign Citizens
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A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf latin Nama
Arab
\ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba‘ B Be
< Ta T Te
& Sa‘ S es (dengan titik di atas)
z Jim y Je
z Ha“ H ha (dengan titik di bawah)
z Kha‘ Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal Z ze (dengan titik di atas)
J Ra‘ R Er
0 Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)
L Ta‘ T te (dengan titik di bawah)
L Za‘ Z zet (dengan titik di bawah)
& ‘Ain ¢ koma terbalik di atas
¢ Gain G ge
- Fa‘ F ef
] Qaf Q qi
& Kaf K ka
J Lam L ‘el




e Mim M ‘em
o Nun N ‘en

B Waw W w

° Ha‘ H ha

s Hamzah ‘ apostrof
S Ya‘ Y ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

a.

g oo
: ditulis muta’addidah
gz ditulis ‘iddah
s
C. Ta‘ Marbiitah di Akhir Kata
Bila dimatikan ditulis h
< Ditulis hikmah
ﬁg Ditulis ‘illah

‘ SRS dituli

b. ' Bila diikuti.dengan kata sandang/'al serta. bacaan kedua itu

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang
sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat
dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

terpisah, maka ditulis dengan h.

Karamah al -Auliya’

C.

Bila ta’ marbitah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan

dammabh ditulis t atau h.

ditulis Zakah al-Fitri




L.

IL.

D. Vokal Pendek

1. ----:=--- | Fathah ditulis a
2. | -—-=--——- | Kasrah ditulis 1
3. | ====ii=--= | Dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
1. | Fathah + alif ditulis
ditulis Istihsan
Ol
2. | Fathah + ya’ mati ditulis
ditulis
Sl
3. | Kasrah + ya’ mati ditulis
ditulis al- ‘Alwant
) sl
4. | Dammah + wawu ditulis i1
mati
ditulis
aislc
Vokal Rangkap
1. | Fathah + ya’mati ditulis ai
ol e ditulis Gairihim
2. | Fathah + wawu mati | ditulis au
J ditulis Qaul

III. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata
Dipisahkan dengan Apostrof

ditulis

b
a antum

ditulis

u’iddat

Xi




A S oY ditulis la’in syakartum

IV. Kata Sandang Alif +Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah
o Al ditulis Al-Qur’an

oeladll ditulis al-Qiyas
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b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf/ (el)nya.

)l ditulis ar-Risalah
L) ditulis an-Nisa’

V. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi
atau pengucapannya.

sV dal | ditulis Ahl ar-Ra’yi
aauldl Ja) ditulis Ahl as-Sunnah
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Semakin maju dan meningkatnya teknologi di era globalisasi ini
menyebabkan aspek hubungan manusia antar negara semakin meluas. Hal
ini mengakibatkan lalu lintas keluar masuknya warga negara asing ke
wilayah Indonesia semakin meningkat. Meningkatnya mobilitas penduduk
dunia memberikan berbagai dampak pada kepentingan dan kehidupan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perkembangan hukum,
Indonesia sebagai negara yang berdaulat tidak terlepas dari hubungan
hukum yang mengatur orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia,
dan juga mengatur warga negara Indonesia yang akan meninggalkan
negaranya. * Direktorat Jenderal Imigrasi berperan sebagai garda terdepan
dalam pengawasan lalu lintas orang asing di Indonesia dengan menjalankan
tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasca kemerdekaan, keimigrasian di’ Indonesia” dibentuk dengan
nama Djawatan Imigrasi yang merupakan bagian dari Departemen
Kehakiman sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 1948. Djawatan Imigrasi memiliki tugas dan kewajiban utama untuk

mengawasi orang asing baik yang masuk maupun yang keluar Wilayah

! Haryanto, Hanastasya Nadia Juliana, dan Johny P. Lengkong. "Kinerja Kantor Imigrasi
Kelas I TPI Manado Dalam Pengawasan Orang Asing Di Provinsi Sulawesi Utara." Jurnal Eksekutif
2.3 (2022), him. 2.



Indonesia.? Akan tetapi, peraturan tersebut dinilai tidak lagi sesuai dengan
tuntutan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu,
lahirlah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
Peraturan ini merupakan era baru dalam kebijakan hukum keimigrasian.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 bertujuan untuk meningkatkan
kepentingan nasional, perlindungan bagi warga negara Indonesia, serta
untuk memberikan kepastian hukum mengenai pengaturan lalu lintas orang
asing yang berdasarkan prinsip selective policy. Prinsip ini menegaskan
bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat dan keuntungan bagi
Indonesia, serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat
yang diizinkan masuk ke Wilayah Indonesia.®

Kemudian, seiring dengan meningkatnya kejahatan internasional
atau tindak pidana = transnasional, seperti perdagangan orang,
penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkotika yang banyak
dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi, maka
pengawasan terhadap orang asing perlu. ditingkatkan, Namun, Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian tidak mengatur sanksi
pidana terhadap pihak yang mengorganisasi kejahatan internasional. Hal ini
menyebabkan undang-undang tersebut dinilai tidak lagi mampu memenuhi

perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di

2 M. Alvi Syahrin, “Politik Hukum Keimigrasian Indonesia Studi Pendekatan Sejarah dan
Kontemporer,” Sol Justicia, 2.1 (2019), him. 48.

8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.



bidang keimigrasian sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu,
undang-undang tersebut diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian.*

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian, bahwa ihwal lalu lintas orang keluar masuk dan
pengawasan orang asing wilayah Republik Indonesia. Warga negara asing
yang berada di Indonesia diizinkan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas
yang sesuai dengan tujuan kedatangannya, selama kegiatan tersebut tidak
merugikan negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa
pengawasan keimigrasian bagi orang asing meliputi pengawasan terhadap
lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta
pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah
Indonesia.®

Warga negara asing yang ingin menetap di Indonesia, harus
memiliki paspor. Paspor, ini merupakan dokumen perjalanan yang paling
penting yang digunakan agar seseorang itu bisa keluar-masuk dari satu
negara ke negara lain. Izin tinggal yang dikeluarkan oleh pemerintah
Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagaimana yang
dijelaskan dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

tentang Keimigrasian, bahwa setiap orang asing yang berada di Wilayah

% Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

® Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 66 ayat (2) huruf b.



Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal. Izin Tinggal keimigrasian terdiri

atas:®

a. Izin Tinggal diplomatik;
b. Izin Tinggal dinas;

c. Izin Tinggal kunjungan;
d. Izin Tinggal terbatas; dan
e. Izin Tinggal tetap

Kehadiran warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia
memberikan pengaruh positif diantaranya yaitu meningkatkan hubungan
antara Indonesia dengan negara lain dan meningkatkan devisa negara baik
dibidang industri maupun pariwisata. Akan tetapi, meningkatnya orang
asing yang masuk ke Indonesia tidak hanya memberikan dampak yang baik
saja melainkan juga memberikan dampak yang negatif yang dapat
menimbulkan ancaman terhadap pembangunan di Indonesia, seperti banyak
terjadinya arus imigran gelap, penyelundupan barang, perdagangan anak
dan perempuan yang berdimensi internasional dan juga meningkatnya
sindikat-sindikat internasional dibidang terorisme, cybercrime, narkotika,
pencucian uang, dan lain-lain.’

Pihak “imigrasi memiliki peran” yang sangat ‘signifikan dalam
menjaga pintu gerbang Negara Indonesia khususnya dalam mengendalikan
arus lalu lintas orang asing berdasarkan kebijakan pemerintah. Menurut

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

6 Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3).

" Via Rositasari. Analisis Figh Sivasah Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Lembaga
Imigrasi Dalam Pengawasan Warga Negara Asing (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar
Lampung). Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2022, hlm. 5.



Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa tugas pokok
Direktorat Jenderal Imigrasi adalah melaksanakan sebagian tugas
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibidang
keimigrasian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.® Semua warga
negara asing yang hendak masuk dan keluar wilayah Indonesia pasti akan
berurusan dengan pihak imigrasi. Akan tetapi masih terdapat masalah
mengenai pengawasan terhadap warga negara asing tersebut. Semakin
kompleksnya masalah terkait pelanggaran izin keimigrasian mulai dari
penggunaan visa yang tidak sesuai ataupun tinggal di Indonesia melebihi
batas waktu yang ditetapkan (overstay), kurangnya pengetahuan masyarakat
sampai peranan aparat penegak hukum menjadikan pelanggaran izin tinggal
keimigrasian sebagai suatu masalah yang memerlukan penanganan khusus.®

Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang menjadi tujuan
favorit wisatawan domestik maupun mancanegara. Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta, jumlah warga negara asing yang masuk
ke D.I Yogyakarta terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2023.

Pada bulan Januari, kedatangan WNA tercatat sebanyak 3.883 orang,

8 Haryanto dkk, "Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado Dalam Pengawasan Orang
Asing Di Provinsi Sulawesi Utara," hlm 4.

® Ayu Widiyanti, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Overstay Warga
Negara Asing (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang). Skripsi. UIN Walisongo,
hlm. 10.



kemudian meningkat menjadi 4.849 orang pada bulan Februari, sebanyak
5.007 orang di bulan Maret, 5.592 orang di bulan April, pada bulan Mei
sebanyak 8.160 orang, mengalami peningkatan di bulan Juni sampai 11.188
orang, 12.444 orang pada bulan Juli, Agustus 12.974 orang, 11.855 orang di
bulan September, sebanyak 8536 orang pada Oktober, 9.675 orang pada
November, dan 11.338 orang pada bulan Desember.!® Peningkatan jumlah
WNA ini juga diiringi dengan berbagai pelanggaran keimigrasian, seperti
adanya warga negara asing yang masa berlaku izin tinggalnya sudah habis
tetapi masih tetap berada di wilayah Yogyakarta (overstay). Oleh sebab itu,
keberadaan WNA di Yogyakarta juga menjadi perhatian khusus karena
masih terdapat pelanggaran terhadap peraturan keimigrasian. Berdasarkan
data Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tahun 2023, terdapat S0 WNA
yang di kenai tindakan administratif oleh Imigrasi Yogyakarta. Dari jumlah
tersebut, terdapat 15 WNA yang dideportasi tanpa penangkalan, 17 WNA
dideportasi dengan penangkalan, dan 18 WNA dikenai biaya beban.!
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
menjelaskan bahwa fungsi imigrasi adalah bagian dari-urusan pemerintahan
negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum,

keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.?

10 “Kunjungan Wisatawan Mancanegara per Bulan Menurut Kebangsaan, 2023,”

https://yogyakarta.bps.go.id/ akses 16 Desember 2024.

1 Data Tindakan Administratif Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta pada tahun 2023.

12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
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Fungsi imigrasi dalam hal penegakan hukum dan keamanan negara ini dapat
disesuaikan dengan konsep figh siyasah dalam hukum Islam. Konsep figh
siyasah dalam kebijakan pemerintahan ditujukan untuk urusan negara dan
kemaslahatan masyarakat, kesejahteraan, serta kepentingan yang
mendatangkan manfaat serta menjauhkan dari kemudharatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian mengenai “Peran dan Fungsi Imigrasi Dalam
Menekan Pelanggaran Izin Tinggal Warga Negara Asing Perspektif Figh
Siyasah (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta).”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan
yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana peran dan fungsi Imigrasi Yogyakarta dalam menekan
pelanggaran izin tinggal warga negara asing?
2. Bagaimana pandangan figh siyasah terhadap peran dan fungsi
Imigrasi dalam menekan pelanggaran izin tinggal warga negara asing?
C. Tujuan Penelitian
1.  Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a) Untuk mengetahui peran dan fungsi Imigrasi Yogyakarta dalam

menekan pelanggaran izin tinggal warga negara asing.



b) Untuk mengetahui pandangan figh siyasah terhadap peran dan
fungsi Imigrasi dalam menekan pelanggaran izin tinggal warga
negara asing.

2. Kegunaan

a. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam
rangka memperkaya ilmu pengetahuan dalam dunia hukum yang
berbasis keislaman, khususnya pada topik peran dan fungsi
Imigrasi dalam menekan pelanggaran izin tinggal warga negara
asing dalam perspektif figh siyasah.

b. Secara Praktis
Pembahasan skripsi ini diharapkan bisa memberikan pemahaman
bagi masyarakat luas maupun instansi pemerintah terkait
penanganan pelanggaran izin tinggal warga negara asing sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

D. Telaah Pustaka
Telaah” Pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian yang
membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis, atau disertasi atau karya
akademik lain yang merupakan hasil penelitian untuk mengetahui
perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang

akan dilakukan.!3 Setelah penulis melakukan penelusuran berbagai literatur,

13 Gugun El-Guyani, Siti Munahayati dan A. Hashfi Luthfi, Pedoman Penulisan Skripsi.
(Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), hlm. 8.



ditemukan beberapa penelitian terdahulu pernah dilakukan yang berkaitan
dengan peran dan fungsi keimigrasian dalam menekan pelanggaran izin
tinggal terbatas oleh warga negara asing, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “Kebijakan Pengawasan Orang
Asing Dalam Upaya Pemerintah Menekan Angka Penyebaran Virus Covid-
19 Pada Masa Pandemi Perspektif Maslahah (Studi Lapangan Di Kantor
Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Pinang)” yang disusun oleh Nydia Alzena
Aristawanty pada tahun 2021. Penelitian ini membahas mengenai
pelaksanaan pengawasan pada orang asing yang masuk dan keluar pada saat
masa pandemi, khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Tanjung Pinang.}* Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah
skripsi ini membahas pengawasan orang asing pada saat masa pandemi,
sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pengawasan terhadap
kasus pelanggaran izin tinggal warga negara asing, dan juga studi lapangan
dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Kedua, Skripsi “Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara
Asing-Yang Mengajukan [zin Tinggal Di Wilayah Indonesia Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus
Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember)” yang disusun oleh Riza Safin

Nabila pada tahun 2022. Penelitian ini membahas mengenai lingkup

14 Nydia Alzena Aristawanty. Kebijakan Pengawasan Orang Asing Dalam Upaya
Pemerintah Menekan Angka Penyebaran Virus Covid-19 Pada Masa Pandemi Perspektif Maslahah
(Studi Lapangan Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Tanjungpinang). Skripsi. UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2021.
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pengawasan kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember terhadap warga negara
asing yang masuk di wilayah Indonesia, dikarenakan banyaknya warga
negara asing yang melanggar suatu permasalahan di wilayah Indonesia, di
antaranya seperti penyalahgunaan izin tinggal, melebihi batas waktu tinggal
(overstay), dan illegal stay.™® Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang
dilakukan penulis ialah lokasi penelitian, penulis melakukan studi lapangan
di kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, selain itu juga penulis mengkaji
dengan menggunakan perspektif figh siyasah.

Ketiga, artikel yang berjudul “Analisis Kebijakan Deportasi Warga
Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, Indonesia” yang
ditulis oleh Halimul Nabil Arfardila dan M. Syaprin Zahidi. Penelitian ini
membahas mengenai kebijakan deportasi yang diterapkan terhadap warga
negara asing pada tahun 2021 di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II
Tarakan.'® Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji penulis ialah objek
dan lokasi penelitian, yakni penulis akan mengkaji pelanggaran izin tinggal
dan melakukan studi lapangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Keempat, skripsi yang berjudul“Sanksi Deportasi Terhadap Warga
Negara Asing (Overstay) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus D1 Kantor Imigrasi Kelas I Non

15 Riza Safin Nabila, Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang
Mengajukan Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember), Skripsi, UIN Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember, 2022.

18 Halimul Nabil Arfardila Arthana, dan M. Syaprin Zahidi. "Analisis Kebijakan Deportasi
Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, Indonesia." Reformasi 12.2 (2022):
251-261.
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TPI Serang)” yang disusun oleh Sohipudin. Penelitian ini membahas
tentang penerapan sanksi deportasi terhadap warga negara asing overstay di
kantor imigrasi kelas I Non TPI Serang dan efektivitas penerapan undang-
undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian di kantor imigrasi kelas I
Non TPI Serang.}” Perbeadaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan
penulis ialah lokasi penelitian, penulis melakukan penelitian dengan studi
lapangan di kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, selain itu juga penulis
mengkaji dengan menggunakan perspektif figh siyasah.

Kelima, artikel yang berjudul “Penegakan Hukum Keimigrasian
Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu
(Overstay) Pada Warga Negara Asing” yang ditulis oleh Aisyah Nurannisa
Muhlisa dan Kholis Roisah. Artikel ini membahas tentang penegakkan
hukum oleh keimigrasian kepada orang asing yang melakukan
penyalahgunaan visa kunjungan lewat batas waktu sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas,_Visa Kunjungan.'® Perbedaan artikel
ini dengan penelitian yang akan dikaji penulis ialah jenis penelitian. Jurnal

ini  menggunakan jenis penelitian normatif, sedangkan penulis

17 Sohipudin. Sanksi Deportasi Terhadap Warga Negara Asing (Overstay) Berdasarkan UU
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI
Serang). Skripsi. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023.

18 Aisyah Nurannisa Muhlisa, dan Kholis Roisah. "Penegakan Hukum Keimigrasian
Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga
Negara Asing." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2.2 (2020): 145-157.
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menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yakni dengan studi lapangan
di kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.
E. Kerangka Teoritik
1. Teori Pengawasan Keimigrasian
Pengawasan sebagai salah satu fungsi dari manajemen yang
berarti proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa
tujuan, sasaran dan tugas-tugas sudah dilaksanakan dengan baik
sesuai dengan rencana dan ketentuan yang ditetapkan. Dalam
pelaksanaannya, pengawasan merupakan unsur yang penting agar
menjaga kelancaran pekerjaan suatu instansi agar dapat berjalan
sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengawasan yang baik ialah
pengawasan yang efektif, dengan kata lain, jika terjadi penyimpangan
perlu dilakukan penindakan secepat mungkin untuk melakukan
perbaikan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi administrasi dan
manajemen yang sangat penting, karena jika fungsi ini tidak dilakukan
dengan baik, maka akan mengakibatkan hancurnya suatu organisasi
atau ‘instansi.*®
Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang
dilakukan untuk menjamin supaya segala sesuatu dapat berjalan
sesuai dengan yang direncanakan dan memperbaikinya jika terdapat

kesalahan serta menjaga agar kesalahan tersebut tidak terulang

1 Midran Dylan dan Ohan Suryana, Pengawasan Keimigrasian, (Depok: Percetakan Pohon
Cahaya, 2020), hlm. 7.
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kembali. Sedangkan dalam fungsi keimigrasian, pengawasan ialah
seluruh proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah
proses pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan aturan yang telah
ditentukan. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum
dan HAM Nomor 4 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan
Keimigrasian, pengawasan keimigrasian adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan
data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang
asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan
perundang-undangan dibidang Keimigrasian.?
2. Tinjauan Figh Siyasah tentang Warga Negara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori figh siyasah
sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Konsep figh sivasah
dalam kebijakan pemerintahan ditujukan untuk urusan negara dan
kemaslahatan masyarakat, kesejahteraan, serta kepentingan yang
mendatangkan manfaat serta menjauhkan dari kemudharatan.

Figh siyasah adalah salahsatu aspek dalam hukum Islam yang
membahas mengenai pengaturan kehidupan masyarakat dalam
bernegara agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri.
Dalam figh siyasah, pemerintah dapat menetapkan hukum

berdasarkan kemaslahatan Masyarakat walaupun hal tersebut tidak

2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian
pasal 1 angka 2.
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diatur secara tegas oleh nash. Terlebih pula seiring perkembangan
zaman, permaslahan yang terjadi dalam Masyarakat semakin
kompleks dan membutuhkan sebuah pemecahan. Oleh karena itu, figh
siyasah memiliki peranan yang sangat penting dalam merumuskan
dan menetapkan suatu kebijakan yang berguna bagi masyarakat
muslim khususnya dan warga negara pada umumnya.?
Dalam pemahaman figh terdapat dua wilayah hukum atau
yuridiksi, yaitu dar al-Islam dan dar al-Harb. Dar al-Islam
merupakan suatu wilayah yang berada dalam kekuasaan muslim.
Sedangkan, Dar al-Harb merupakan suatu wilayah yang tidak berada
dalam kekuasaan Islam.??
Metode Penelitian

Menurut Soerjono Sockanto, metode penelitian hukum merupakan
suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan
pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa
gejala hukum, tertentu dengan jalan menganalisisnya.”® Oleh karena itu,

metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

2l Muhammad Iqgbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta:

Prenadamedia, 2014), hlm. 13.

22 Umar Faruq Thohir. "Reinterpretasi Status Minoritas Dzimmi di Tengah Mayoritas

Muslim." Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam 6.2 (2020), hlm. 172.

hlm. 17.

23 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020),



15

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian
yuridis empiris, yaitu penelitian dengan menggali informasi yang
bersumber dari data-data di lapangan yang diperoleh dari wawancara
maupun melalui pengamatan secara langsung.®* Penelitian ini
berfokus pada peran dan fungsi imigrasi dalam menekan pelanggaran
izin tinggal warga negara asing perspektif figh siyasah dengan studi
lapangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.
Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah
penelitian deskriptif analisis, yaitu metode yang berfungsi untuk
memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti yaitu peran dan
fungsi keimigrasian dalam menekan pelanggaran izin tinggal warga
negara asing perspektif figh siyasah melalui studi lapangan di Kantor
Imigrasi Kelas T TPI Yogyakarta. Kemudian data tersebut di analisis
dan dituangkan dalam bentuk deskriptif.?®
Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu
suatu pendekatan dengan melihat keadaan sebenarnya dari hukum

dalam masyarakat sebagai kenyataan sosial. Fokus kajian dalam

2 Yati

Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said. “Metodologi Normatif Dan Empiris

Dalam Perspektif [lmu Hukum.” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2.1 (2021), hlm 13.

% Ibid.
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penelitian ini adalah terkait peran dan fungsi keimigrasian dalam
menekan pelanggaran izin tinggal warga negara asing perspektif figh
siyasah. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan
hukum seperti undang-undang, data lapangan, jurnal maupun buku
terkait dengan masalah yang akan diteliti.?®

Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, terdapat dua sumber data yang

diperlukan yaitu data primer dan data sekunder?’:

a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari
wawancara langsung kepada narasumber. Dalam penelitian ini
peneliti mewawancarai langsung dari pihak Kantor Imigrasi
Kelas I TPI Yogyakarta mengenai peran dan fungsi
keimigrasian dalam menekan pelanggaran izin tinggal warga
negara asing.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku,
jurnal — ilmiah, artikel, dokumen, dan. sebagainya yang
berkaitan dengan peran— dan fungsi ~keimigrasian dalam
meneKan pelanggaran izin tinggal warga negara asing

perspektif figh siyasah.

2 Jbid.

27 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Depok: Rajawali Pers, 2018),

hlm. 214.
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Data yang dicari dalam penelitian ini adalah terkait dengan data
mengenai peran dan fungsi keimigrasian dalam menekan pelanggaran
izin tinggal warga negara asing perspektif figh siyasah dengan studi
lapangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Adapun teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang didapatkan dengan

mengajukan sejumlah pertanyaan secara langsung kepada
narasumber yaitu pihak Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI

Yogyakarta terkait dengan objek penelitian yang akan penulis

b. Studi kepustakaan atau dokumentasi, yaitu proses pencarian
informasi yang didapatkan dari hasil pengumpulan data yang

berupa peraturan perundang-undangan, buku, majalah, dan

Dalam penelitian ini menggunakan tekntk analisis kualitatif, yaitu
data-data yang diperoleh dari hasil penelitian tidak berupa angka
tetapi dalam bentuk kata-kata verbal.?® Setelah semua data tersebut
diperoleh, data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif

terhadap fakta yang ada di lapangan mengenai peran dan fungsi

5. Teknik Pengumpulan Data
teliti.
sebagainya.?

6... .. Teknik Analisis Data

% Ibid.

2 Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 75.
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keimigrasian dalam menekan pelanggaran izin tinggal warga negara
asing melalui studi lapangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Peran dan Fungsi
Keimigrasian Dalam Menekan Pelanggaran Izin Tinggal Warga Negara
Asing Perspektif Figh Siyasah (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Yogyakarta)”, penulis menyusun dalam lima bab yang terdiri dari beberapa
sub bab. Maka sistematika pembahasan yang tersusun adalah sebagai
berikut:

BAB I (Pendahuluan), bab ini berisikan mengenai latar belakang
masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II (Landasan Teori), pada bab ini membahas mengenai
gambaran_konsep teori, dalam penelitian_ini, yaitu, teori pengawasan
keimigrasian dan figh siyasah.

BAB 1II (Gambaran Umum), pada bagian ini berisi tentang
gambaran umum gambaran umum lokasi penelitian di Kantor Imigrasi
Kelas I TPI Yogyakarta dan Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Yogyakarta dalam menekan pelanggaran izin tinggal warga negara asing.

BAB IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan), pada bab ini penulis

akan memaparkan analisis mengenai peran dan fungsi keimigrasian dalam
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menekan pelanggaran izin tinggal warga negara asing dan analisis figh
siyasah terhadap peran dan fungsi imigrasi dalam menekan pelanggaran izin
tinggal warga negara asing.

BAB V (Penutup), bab ini berisi kesimpulan dari seluruh

pembahasan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan pada sub bab

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1.

Dalam melakukan upaya untuk menekan pelanggaran izin tinggal
terbatas, Kantor Imigrasi Yogyakarta telah melakukan pengawasan
yang meliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan
yang dilakukan oleh Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
(INTELDAKIM) dan instansi pemerintah terkait yang tergabung
dalam TIMPORA, serta dilakukan penindakan juga sosialisasi
secara langsung maupun melalui media sosial. Pengawasan yang
dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta cukup
efektif, dapat dilihat dengan penurunan pelanggaran warga negara
asing yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2022 sampai
dengan semester 1 pada 2024. Meskipun masih_terdapat warga
negara asing yang melanggar izin tinggal, akantetapi dengan upaya
pengawasan tersebut diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran
yang dilakukan oleh warga negara asing yang masuk ke Wilayah

Indonesia, khususnya di D. I. Yogyakarta.

. Berdasarkan pandangan figh siyasah, peran dan fungsi Kantor

Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam menekan pelanggaran izin

tinggal warga negara asing telah sesuai dengan konsep figh siyasah

70
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yaitu penyelesaian masalah dalam pemerintahan agar terciptanya
kemaslahatan bagi masyarakat dan terhindar dari kemudharatan
tanpa bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian, warga negara
asing yang masuk ke wilayah negara dar al-Islam dikenal dengan
istilah musta’min dan ahl al-dzimmi. Jika warga negara asing
tersebut melakukan pelanggaran seperti melampaui izin tinggal,
maka dia harus memilih untuk tetap tinggal dan membayar jizyah
atau keluar dari wilayah dar al-Islam. Warga negara asing yang
dilakukan penindakan oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta berarti
melanggar kewajibannya dengan tidak mematuhi hukum yang
berlaku di negara tersebut, maka pihak imigrasi dapat memberikan
sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berupa denda, deportasi,

dan penangkalan.

Berdasarkah _hasil _penelitian, dalam_ upaya untuk menekan

pelanggaran izin tinggal warga negara asing di Wilayah Yogyakarta,

terdapat beberapa saran yang dapat di simpulkan yaitu:

1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menambah anggota personil

dalam melakukan pengawasan, dan meningkatkan sarana penunjang

operasional lainnya agar pelaksanaan pengawasan terhadap warga

negara asing berjalan dengan maksimal dan terorganisir.
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2. Masyarakat Yogyakarta diharapkan mau bekerja sama dengan Kantor
Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dengan melakukan pelaporan mengenai

keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada di Yogyakarta.
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